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KEPUTUSAN DIREKSI PT PERMATA GRAHA NUSANTARA

NOMOR : 044302 .K/MAS-UT/0T.00/2021

TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

DIREKSI PT PERMATA GRAHA NUSANTARA

Subsidiary of PGN

. bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good

Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme
pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha, dengan tujuan mendorong
pengelolaan perusahaan secara professional, efektif dan
efisien;

. bahwa dalam rangka implementasi GCG dan meningkatkan

citra PT Permata Graha Nusantara (“Perusahaan”), maka
dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dengan para
pemangku kepentingannya harus selalu menerapkan prinsip-
prinsip GCG;

. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan, penegakan

dan pemenuhan GCG di Perusahaan, maka perlu dilakukan
continuous improvement atas dokumen GCG yang telah
ditetapkan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan bisnis Perusahaan;

. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di

atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-
09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara,

Anggaran Dasar PT Permata Graha Nusantara yang
dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 24 April 2014 yang
telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-13108.40.10.2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
PT Permata Graha Nusantara, sebagaimana terakhir
diubah melalui Akta Nomor 81 tanggal 21 Mei 2019 yang
telah diterima Perubahan Anggaran Dasar melalui Surat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0031780.AH.01.02 tanggal 19 Juni
2019;

Akta Nomor 44 tanggal 22 Januari 2020 tentang
Pernyataan  Keputusan Para Pemegang Saham
sebagaimana telah diterima perubahan data Perseroan
sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0047909.AH.01.03 tanggal
28 Januari 2020;

Keputusan Direksi PT Permata Graha Nusantara
Nomor 018400.K/MAS-UT/OT.00/2021 tanggal 4 Mei 2021
tentang Organisasi Dan Tata Kerja PT Permata Graha
Nusantara;

Keputusan Direksi PT Permata Graha Nusantara
Nomor 031500.K/MAS-UT/OT.04/2020 tanggal 27 Oktober
2020 tentang Penerapan Nilai-nilai Utama (Core Value)
AKHLAK di Lingkungan PT Permata Graha Nusantara.

MEMUTUSKAN :

Mencabut Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang
ditetapkan pemberlakuannya oleh Direktur Utama Perusahaan
pada 23 Mei 2018.

Memberlakukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
yang terdiri dari:



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth. :

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG Code).
2. Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG Code) dan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) agar diimplementasikan dan
menjadi acuan di seluruh lingkungan Perusahaan.

Menugaskan kepada Department Head, Internal Audit &
Compliance sebagai penanggung jawab terhadap implementasi
kebijakan GCG Perusahaan, dan secara berkala mengadakan
pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka continuous
improvement yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis
Perusahaan.

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup
diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada Tanggal : 1 November 2021

Pjs. Direktur Utama

Resi Aseanto

1. Direktur Operasi dan Komersial

2. Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis

3. Seluruh Kepala Satuan Kerja di PT Permata Graha Nusantara
4.

Seluruh Pekerja di PT Permata Graha Nusantara



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT PERMATA GRAHA NUSANTARA



1.1.

1.2

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menjalankan usahanya, PT Permata Graha Nusantara (atau disebut
Perusahaan) memiliki komitmen untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat
dan beretika. Untuk itu Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG
secara konsisten berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Implementasi
GCG bagi Perusahaan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan atau
kepatuhan terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan
kinerja Perusahaan menuju well governed company. Manfaat implementasi GCG tidak
hanya untuk saat ini, tetapi dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi pilar utama
pendukung tumbuh kembangnya Perusahaan.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diterapkan, Perusahaan
memandang perlu adanya sebuah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Pedoman GCG)
sebagai panduan dalam implementasi GCG di Perusahaan. Pedoman GCG merupakan
acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran Perusahaan. Dengan demikian
Pedoman GCG ini tidak hanya bertujuan agar Perusahaan patuh terhadap peraturan
perundang-undangan tetapi juga mempunyai kontribusi yang signifikan pada
pencapaian kinerja Perusahaan.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman GCG ini akan dikaji secara berkala
dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun
demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai
yang telah ada hanya untuk keuntungan jangka pendek.

Referensi

Referensi peraturan dan ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman

ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

4. Anggaran Dasar PT Permata Graha Nusantara.

5. Pedoman GCG Indonesia Tahun 2016 Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG).

6. Keputusan Direksi PT Permata Graha Nusantara
Nomor 031500.K/MAS-UT/OT.04/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang
Penerapan Nilai-nilai Utama (Core Value) AKHLAK di Lingkungan PT Permata
Graha Nusantara.



1.3.

1.4.

1.5.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman GCG dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan dan
mengelola kegiatan operasional Perusahaan. Tujuan penyusunan Pedoman GCG ini,
adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai (value) Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap
memperhatikan  kepentingan stakeholders dan mendorong tercapainya
kesinambungan Perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran
dan kesetaraan;

2. Mendorong agar Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

3. Mendorong pengelolaan Perusahaan lebih profesional, transparan dan efisien,
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;

4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya
Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan penerapan prinsip
kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip
GCG.

Ruang Lingkup

Pedoman GCG ini memberikan arahan kepada seluruh Jajaran Perusahaan dalam
menjalankan kegiatan usaha Perusahaan yang di dalamnya mengatur mengenai:

1. Fungsi dan peran RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Hubungan antara Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders).

3. Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perusahaan.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi

Menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Pengelola aset dan jasa pendukung serta
pengembang kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan
secara profesional

Misi

a. Memberikan Jasa Layanan Facility Management mencakup pengelolaan gedung,
jasa penunjang kantor dan jasa layanan pendukung lainnya serta pengelolaan aset
secara profesional.

b. Menyediakan kawasan indutri dan residensial terpadu dengan berbasis pada energi
gas bumi yang bersih dan ramah lingkungan.



Budaya Perusahaan
PT Permata Graha Nusantara (PERMATA) menetapkan nilai-nilai Perusahaannya
dengan akronim AKHLAK. Nilai-nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

6 NILAI & 18 PERILAKU UTAMA SUBHOLDING GAS

Amanah
Kalimat Afirmatif
Perilaku Utama

Kompeten
Kalimat Afirmatif
Perilaku Utama

Harmonis
Kalimat Afirmatif
Perilaku Utama

Loyal
Kalimat Afirmatif

Perilaku Utama

Adaptif
Kalimat Afirmatif

Perilaku Utama

Kolaboratif
Kalimat Afirmatif
Perilaku Utama

: Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

1) Memenuhi janji dan komitmen.

2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan
yang dilakukan.

3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

: Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

4) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan
yang selalu berubah.

5) Membantu orang lain belajar.

6) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

: Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.

7) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
8) Suka menolong orang lain.
9) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

: Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan

Negara.

: 10) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN,

dan Negara.
11) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
12) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan
dengan hukum dan etika.

: Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan

ataupun menghadapi perubahan.

: 13) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.

14) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti
perkembangan teknologi.
15) Bertindak proaktif.
: Kami membangun kerja sama yang sinergis.
16) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk

berkontribusi.

17) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai
tambah.

18) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk
tujuan bersama.



1.6. Definisi dan Istilah

10.

11.

12.

Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara
kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang
Saham dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau
Karyawan Perusahaan.

Dewan Komisaris, adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi’.

Direksi, adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar?.

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang menjadi acuan, panduan atau
pedoman perilaku yang baik dan benar bagi individu atau kelompok masyarakat
tertentu.

Jajaran Perusahaan adalah setiap individu di dalam Perusahaan termasuk
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit dan Pekerja
Perusahaan.

Pekerja adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
diangkat sebagai Pekerja dengan ketetapan yang diberikan hak dan kewajiban
menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Mitra Usaha adalah perorangan, badan hukum atau badan usaha lainnya yang
bekerja sama dan/atau mendukung kegiatan usaha Perusahaan termasuk
penyedia barang dan jasa.

Organ Perusahaan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris®.

Perusahaan, dengan huruf P Kapital, adalah PT Permata Graha Nusantara,
sedangkan Perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada Perusahaan secara
umum.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perusahaan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor
40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

Pemangku Kepentingan (Stakeholders), adalah pihak-pihak yang memiliki
kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja serta Pemerintah,
Kreditur dan pihak berkepentingan lainnya.

Good Corporate Governance (GCG), adalah prinsip-prinsip yang mendasari
suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha®.

1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2 Ibid
3 |bid

4 Peraturan Menteri BUMN No.1, Pasal 1



BAB I
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pedoman GCG ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penerapan GCG di
Perusahaan sehingga Perusahaan dapat dikelola secara profesional, amanah, dan prudent
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip-
prinsip GCG, yaitu:

1.

Transparansi (Transparency), vyaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan
relevan mengenai Perusahaan;

Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung
jawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
Perusahaan terhadap peratura perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;

Kemandirian (Independency), yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat;

Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan.



BAB Il
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris
dan Direksi. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan
Perusahaan.

Dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan dan mengambil keputusan, Organ Perusahaan
senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi nilai etika bisnis
serta menyadari adanya tanggung jawab Perusahaan terhadap pemangku kepentingan
(stakeholders).

3.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. RUPS merupakan Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar®.

b. RUPS terdiri dari®:
1. RUPS Tahunan yang diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku
berakhir’.
2. RUPS lainnya, yang selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan®.

c. RUPS wajib diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan
melakukan kegiatan usahanya® atau tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham
Perusahaan dicatatkan di wilayah Republik Indonesia.

3.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan,

dan memberi nasihat kepada Direksi'".

3.2.1. Hak Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pokoknya. Dewan Komisaris dapat membentuk
komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris;'?

5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 4
5 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 9

7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 18

8 |bid, Pasal 78 Ayat 4

9 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10

10 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 76

11 |bid, Pasal 108

12 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 121
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Penjabaran rinci tentang hak Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran
Dasar dan/atau Board Manual.

3.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan
Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh
Dewan Komisaris.

Penjabaran rinci tentang tugas, tanggung jawab, wewenang Dewan Komisaris
dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.2.3. Komposisi Dewan Komisaris'

Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris merupakan
majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-
sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara

Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. Dinyatakan pailit;

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu'.

3.2.4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di
tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dan diadakan secara berkala,
sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan
Komisaris dapat mengundang Direksi.

13 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15

14 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 Ayat 6



Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat
pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang
mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting
opinion), keputusan/kesimpulan rapat serta alasan ketidakhadiran anggota
Dewan Komisaris apabila ada. Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah
kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam
Laporan Tahunan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu
oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis
dari seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah'.

3.2.5. Organ Pendukung Dewan Komisaris
a. Sekretaris Dewan Komisaris (jika diperlukan)

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris
dapat membentuk Sekretaris Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan
dengan fungsi pokok membantu Dewan Komisaris untuk memperlancar
tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya. Sekretaris
Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan
kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

b. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang
bekerja secara kolektif dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan
oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Dalam rangka
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit dilengkapi
dengan Piagam (Charter) Komite Audit.

c. Komite lainnya (jika diperlukan)

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite lainnya sesuai dengan
kebutuhan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3. Direksi

Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan'®. Setiap anggota Direksi wajib dengan

15 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 17 Ayat 1
16 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92
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itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku'’.

3.3.1. Hak Direksi

Direksi berhak menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi,
apabila RUPS tidak menentukan pembagian tugas dan wewenang tersebut'®.

3.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Tugas pokok Direksi adalah memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan serta memelihara dan
mengurus kekayaan Perusahaan™®.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Direksi bertugas mengelola Perusahaan dan wajib mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.

3.3.3. Komposisi Direksi?®

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota
Direksi atau lebih. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

Seseorang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang

perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. Dinyatakan pailit;

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3.3.4. Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain
dalam wilayah Republik Indonesia dan diadakan secara berkala, sekurang-

17 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13 Ayat 3
18 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
1 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13 Ayat 1
20 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 Ayat 2



kurangnya sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat
mengundang Dewan Komisaris.

Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-
pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung
maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion),
keputusan/kesimpulan rapat serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi
apabila ada. Jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota
Direksi harus dimuat dalam Laporan Tahunan.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh
seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara?'.

3.3.5. Organ Pendukung Direksi
a. Sekretaris Perusahaan

Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai
pejabat penghubung (liaison officer) dalam rangka memperlancar hubungan
antar Organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan Pemangku
Kepentingan (Stakeholders) serta terpenuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Internal Audit

Salah satu tugas Direksi adalah memastikan efektivitas sistem
pengendalian internal Perusahaan. Untuk itu Direksi membentuk Internal
Audit yang merupakan unit kerja Perusahaan yang melakukan fungsi
pengendalian internal di Perusahaan.

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugasnya, Internal Audit secara
struktur berada di bawah Direktur Utama dan memiliki hubungan fungsional
dengan Komite Audit. Internal Audit dipimpin oleh Head of Internal Audit
yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

2 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

BAB IV
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Pengurusan Perusahaan

Merupakan suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh Direksi dalam
menjalankan, mengarahkan dan mendendalilan kegiatan, atau menyelesaikan suatu
permasalahan yang menyangkut aktivitas bisnis Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian terhadap kegiatan
Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara
lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi
kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap asset Perusahaan.

Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing
Organ Perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi,
nilai-nilai Perusahaan dan strategi Perusahaan®.

Keterbukaan Informasi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami
oleh stakeholder. Perusahaan mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya?3,

Etika Usaha dan Etika Kerja

Perusahaan menyusun Pedoman Perilaku (Code of Conduct), dan dijelaskan secara
rinci dalam Pedoman tersendiri.

Manajemen Risiko

Perusahaan menetapkan sistem manajemen risiko sebagai bagian dari sistem
manajemen Perusahaan yang dilaksanakan secara sistematis dan mendorong
terciptanya budaya sadar risiko di lingkungan Perusahaan. Efektivitas pelaksanaan
sistem manajemen risiko senantiasa dikaji secara berkala.

22 pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2016, KNKG, hal 6
2 |bid, hal 5
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Perusahaan menetapkan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan strategi
dan tujuan Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki
Perusahaan. Penerapan tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk memastikan
bahwa data/informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan akurat, mudah diakses, dapat
digunakan sesuai kebutuhan, memudahkan pelaporan, terpercaya dan aman.

Benturan Kepentingan

Perusahaan melarang setiap Karyawan Perusahaan berada dalam situasi yang
menimbulkan benturan kepentingan. Perusahaan mendefinisikan benturan kepentingan
sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis
Perusahaan yang berdampak pada obyektivitas serta pertimbangan komersial.

Perusahaan menetapkan kebijakan agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh setiap
Karyawan Perusahaan semata-semata demi kepentingan terbaik Perusahaan. Apabila
karena suatu kondisi tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan, maka
Perusahaan mewajibkan yang bersangkutan untuk mengungkapkannya dan
Perusahaan melarang yang bersangkutan berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan.

Pengendalian Gratifikasi

Pekerja tidak diperbolehkan menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk
apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali: (a) Menerima
entertainment dalam bentuk jamuan makan dan (b) Menerima benda-benda promosi
yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi.

Pekerja dapat memberikan hadiah/cenderamata/gratifikasi dan entertainment kepada
pihak lain dengan syarat: (a) Menunjang kepentingan Perusahaan, (b) Tidak
dimaksudkan untuk menyuap, dan (c) Telah dianggarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan menetapkan standar etika yang mengatur mengenai gratifikasi di dalam
Pedoman Perilaku.

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) merupakan salah satu bentuk
peningkatan perlindungan terhadap stakeholders dalam rangka menjamin hak-haknya
dalam berhubungan dengan Perusahaan dan juga perlindungan nama baik
Perusahaan. Implementasi Whistleblowing System di Perusahaan, merujuk pada
Kebijakan/Pedoman Whistleblowing System yang diberlakukan di PT Perusahaan Gas
Negara Tbk sebagai Induk Perusahaan.

12



4.11. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral
serta etika terhadap kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan
Perusahaan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling
menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Untuk itu Perusahaan menetapkan
program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) sebagai
upaya strategis yang merupakan bagian dari visi dan misi Perusahaan dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan
dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung
pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan dalam jangka panjang.
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5.1.

5.2.

BAB V
PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sosialisasi dan Implementasi

Secara berkesinambungan Perusahaan akan melakukan tahapan sosialisasi dan
implementasi Pedoman GCG yang akan dilaksanakan oleh Departement Internal Audit
& Compliance sebagai penanggung jawab kegiatan.

Kegiatan sosialisasi akan dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal
Perusahaan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi
mengenai Pedoman GCG ini kepada seluruh jajaran Perusahaan maupun pihak
eksternal Perusahaan dengan tujuan agar setiap individu tersebut paham dan mengerti
serta dapat mengimplementasikan pedoman ini.

Evaluasi dan Monitoring

Perusahaan akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Pedoman GCG guna
mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman GCG dengan kebutuhan
Perusahaan termasuk efektivitas dari program implementasi yang dilaksanakan.

Secara internal Perusahaan akan melakukan evaluasi atas pencapaian atau
pemahaman Karyawan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja. Berdasarkan
hasil evaluasi yang telah dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman GCG dan
perbaikan dari program impementasi akan dilakukan secara berkesinambungan.
Pedoman GCG ini diharapkan dapat mengarahkan Perusahaan untuk menjalankan
kegiatan usahanya dengan selalu dilandasi standar etika dan prinsip-prinsip GCG.
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Pedoman GCG) menjadi pedoman yang jelas dalam
menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan penerapan prinsip
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, pengelolaan
usaha Perusahaan yang lebih baik dapat dicapai. Penerapan GCG secara konsisten dan
berkelanjutan telah menjadi suatu keharusan bagi Perusahaan.
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PEDOMAN PERILAKU
PT PERMATA GRAHA NUSANTARA



1.1.

1.2,

1.3.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan aktivitas bisnis perusahaan dan semakin ketatnya persaingan dalam dunia
usaha memerlukan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan
semata namun juga pengelolaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG). Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG telah
menjadi kebutuhan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang terus
berkembang. Implementasi GCG akan mendorong Perusahaan menjalankan aktivitas
bisnisnya secara bertanggung jawab dan memperhatikan standar etika bisnis yang
berlaku dalam rangka menciptakan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

PT Permata Graha Nusantara ("PERMATA") sebagai perusahaan penyedia properti
dan jasa terus berupaya untuk meningkatan kemampuan khususnya dalam bidang
penyediaan properti dan jasa dengan senantiasa berupaya untuk dapat mengelola
bisnis secara efektif dan efisien dengan memperhatikan etika dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para Pemegang
Saham dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya. Untuk itu dalam
menjalankan aktivitas bisnisnya, seluruh Insan PERMATA berkomitmen untuk
mengimplementasikan GCG secara konsisten serta berlandaskan pada standar etika
kerja yang tinggi.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik,
Perusahaan perlu membuat suatu Pedoman Perilaku (Code of Conduct) bagi seluruh
Insan PERMATA yang menjadii acuan dalam berinteraksi, baik dengan sesama Insan
PERMATA maupun dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya. Pedoman
Perilaku adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja bagi
setiap Insan PERMATA yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan
kesesuaian perilaku sehingga tercapai perilaku yang konsisten sesuai dengan budaya
kerja dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.

Referensi

Referensi peraturan dan ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman

ini, yaitu:
1. Peraturan Perusahaan PT Permata Graha Nusantara;
2. Keputusan Direksi PT Permata Graha Nusantara

Nomor 031500.K/MAS-UT/OT.04/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang
Penerapan Nilai-nilai Utama (Core Value) AKHLAK di Lingkungan PT Permata
Graha Nusantara.

Manfaat dan Tujuan

Manfaat dan tujuan dari penyusunan Pedoman Perilaku ini yaitu:
1.  Menjabarkan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi PERMATA.
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2. Menjabarkan budaya AKHLAK dan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan
etika yang harus diikuti oleh Insan PERMATA dalam melaksanakan tugas.

3. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan PERMATA
serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

4. Membentuk kepribadian/karakter Pekerja yang bertanggung jawab dan beretika
dalam berinteraksi baik dengan sesama Pekerja maupun dengan pihak di luar
Perusahaan.

1.4. Ruang Lingkup

1.5.

Pedoman Perilaku ini dipergunakan sebagai panduan bagi PERMATA dan Insan
PERMATA dalam menjalankan hubungan baik dengan sesama Insan PERMATA
maupun dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya, yang di dalamnya
mengatur mengenai:

1. Etika Usaha;

2. Etika Kerja;

3. Pelaksanaan Pedoman Perilaku.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi

Menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Pengelola aset dan jasa pendukung serta
pengembang kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan
secara profesional

Misi

a. Memberikan Jasa Layanan Facility Management mencakup  pengelolaan
gedung, jasa penunjang kantor dan jasa layanan pendukung lainnya serta
pengelolaan aset secara profesional.

b. Menyediakan kawasan indutri dan residensial terpadu dengan berbasis pada energi
gas bumi yang bersih dan ramah lingkungan.

Budaya Perusahaan

PT Permata Graha Nusantara (PERMATA) menetapkan nilai-nilai Perusahaannya
dengan akronim AKHLAK. Nilai-nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

6 NILAI & 18 PERILAKU UTAMA SUBHOLDING GAS

Amanah
Kalimat Afirmatif : Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Perilaku Utama : 1) Memenuhi janji dan komitmen.
2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan
yang dilakukan.
3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Kompeten
Kalimat Afirmatif : Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Perilaku Utama : 4) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan
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3. Harmonis
Kalimat Afirmatif
Perilaku Utama

4. Loyal
Kalimat Afirmatif

Perilaku Utama

5. Adaptif
Kalimat Afirmatif

Perilaku Utama

6. Kolaboratif
Kalimat Afirmatif
Perilaku Utama

yang selalu berubah.
5) Membantu orang lain belajar.
6) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

: Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.

7) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
8) Suka menolong orang lain.
9) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

: Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan

Negara.

: 10) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN,

dan Negara.
11) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
12) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan
dengan hukum dan etika.

: Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan

ataupun menghadapi perubahan.

: 13) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.

14) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti
perkembangan teknologi.
15) Bertindak proaktif.

: Kami membangun kerja sama yang sinergis.

16) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi.

17) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai
tambah.

18) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk
tujuan bersama.

1.6. Definisi dan Daftar Istilah

1. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat

konflik antara

kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang
Saham dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau
Pekerja Perusahaan.

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar.

Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili
perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar.
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4. Insan Perusahaan (Insan PERMATA) adalah keseluruhan Dewan Komisaris,
Direksi dan Pekerja Perusahaan.

5. Etika Usaha adalah sistem nilai dan norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai
acuan Perusahaan, Manajemen, Pekerja untuk berhubungan dengan
lingkungannya baik internal maupun eksternal.

6. Etika Kerja adalah sistem nilai dan norma yang digunakan oleh seluruh Pekerja
Perusahaan, termasuk pimpinannya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

7. Pekerja adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
diangkat sebagai Pekerja dengan ketetapan yang diberikan hak dan kewajiban
menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

8. Perusahaan, dengan huruf P Kapital, adalah PT Permata Graha Nusantara,
sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara
umum.

9. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang memiliki
kepentingan terhadap Perusahaan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara
langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perusahaan.

10. Good Corporate Governance (GCG), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha’.

1 peraturan Menteri BUMN No.1, Pasal 1
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BAB Il
PINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan bisnis secara efektif dan efisien dengan
menerapkan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
tidak hanya kepentingan Pemegang Saham tetapi juga kepentingan pihak-pihak pemangku
kepentingan lainnya (stakeholders) berlaku dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG,
yaitu:

1.

Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan
relevan mengenai perusahaan;

Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung
jawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peratura perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;

Kemandirian (Independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat;

Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan.
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3.1.

3.2.

BAB lll
ETIKA USAHA

Etika Perusahaan dengan Pekerja

Perusahaan menyadari peran penting Pekerja sebagai pelaku dalam upaya
mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan, untuk itu Perusahaan melindungi
kepentingan Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berupaya untuk memfokuskan dalam
pengembangan kualitas sumber daya manusia serta senantiasa menjaga keselarasan
dan keseimbangan hubungan yang dinamis antara Perusahaan dan Pekerja antara
lain:

1. Menghargai Pekerja sebagai sumber daya Perusahaan yang bermartabat tanpa
melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik, gender, dan usia, yang
kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara
konsisten.

2. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal remunerasi, promosi, dan
penghargaan kepada Pekerja sesuai dengan kinerja, kompentesi dan loyalitas.

3. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, kondusif serta bebas dari segala
bentuk tekanan dan intimidasi.

4. Menghormati dan menjaga kerahasiaan catatan maupun informasi pribadi Pekerja.

5. Menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan, rencana dan
perkembangan kinerja Perusahaan kepada Pekerja.

6. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pekerja, melindungi dari segala
bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, memberi
hak kepada Pekerja untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Menghormati dan memenuhi hak-hak Pekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja
dan/atau Peraturan Perusahaan (PP).

Etika Perusahaan dengan Pelanggan

Perusahaan mengedepankan layanan prima, sikap proaktif dan cepat tanggap untuk
memahami kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Perusahaan akan berinteraksi
dengan pelanggan secara langsung untuk mengetahui kebutuhan mereka yang
sebenarnya dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
pelanggan.

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan:

1. Menetapkan pelanggan sebagai mitra yang strategis.

2. Menyediakan dan menjamin layanan kepada pelanggan sesuai standar secara
tepat mutu, tepat jumlah dan tepat waktu.

3. Bersikap sopan dan profesional pada saat melakukan hubungan dengan
pelanggan.

a. Menyampaikan informasi produk secara lengkap dan akurat, terutama terkait
dengan spesifikasi, layanan dan keselamatan produk.

4. Memastikan semua perjanjian bisnis dengan pelanggan dilakukan secara adil
berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional.
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3.3.

3.4.

3.5.

5. Mengutamakan sikap jujur dan beretika dalam berbisnis dengan pelanggan.
6. Memberikan respon secara terbuka dan responsif terhadap keluhan/masukan
pelanggan.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa (Rekanan)

Perusahaan senantiasa menjaga hubungan dan kerjasama dengan penyedia barang
dan jasa yang didasari sikap profesionalisme, kesetaraan, kepercayaan, dan saling
menghormati. Perusahaan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan
prinsip-prinsip kompetitif, transparan, adil, wajar, dan akuntabel.

Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan penyedia barang dan jasa,

antara lain:

1. Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada mutu produk,
layanan purna jual, garansi, prestasi dan rekam jejak dengan mengutamakan
kepentingan Perusahaan.

2. Menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan

perundang-undangan.

Memberikan kesempatan yang sama pada semua rekanan dan calon rekanan.

4. Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaan hingga
terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

5. Menghindari bisnis dengan rekanan yang mempunyai benturan kepentingan
dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi,
kolusi dan nepotisme.

6. Menjaga hubungan baik dengan rekanan yang memiliki track record yang baik dan
melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta berperilaku tidak etis

w

Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja

PERMATA senantiasa memandang mitra kerja sebagai partner strategis. Oleh karena

itu pengelolaan kerjasama dengan mitra kerja tidak terlepas dari prinsip GCG dan

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon mitra kerja sebelum melakukan
perikatan bisnis.

2. Melakukan koordinasi untuk menjaga kepentingan Perusahaan dan kelancaran
pelaksanaan tugas mitra kerja.

3. Memberikan akses secara proporsional untuk kepentingan pelaksanan tugas mitra
kerja.

4. Membuat perjanjian kerja tertulis yang berimbang dan saling menguntungkan serta
memenuhi hak-hak mitra kerja sesuai dengan yang telah disepakati.

5. Mengutamakan keharmonisan hubungan yang saling menguntungkan.

6. Bertindak adil terhadap semua mitra kerja, tanpa memihak pada seseorang,
golongan atau pihak tertentu.

Etika Perusahaan dengan Kreditur

Perusahaan melakukan kerjasama dengan kreditur dengan menerima pinjaman dana
yang ditunjukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan
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3.6.

3.7.

dan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari
Kreditur.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan Kreditur, yaitu:

1. Memberikan informasi yang aktual, proaktif, transparan dan dapat di pertanggung
jawabkan bagi kreditur dan calon kreditur.

2. Pemilihan kreditur didasarkan atas kepentingan Perusahaan dengan
mempertimbangkan manfaat, biaya dan risiko serta berdasarkan aspek
kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Membuat perjanjian yang sah atas pinjaman/penanaman modal dengan
mengedepankan prinsip kewajaran (fairness).

4. Meningkatkan kepercayaan kreditur dengan cara memberikan laporan secara
terbuka tentang penggunaan dana pinjaman.

5. Menghormati hak-hak kreditur termasuk hak dalam mendapatkan informasi
penggunaan dana sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah, mempunyai kebijakan

antara lain:

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan usaha
dan status Perusahaan.

2. Mengembangkan hubungan baik serta komunikasi efektif dengan setiap jajaran
Pemerintah dalam batas toleransi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan
hukum yang berlaku, dan memelihara hubungan tersebut sebagai hubungan yang
bersifat wajar (arms-length) dan harus dihindari terjadinya penyelewengan.

3. Memenuhi segala persyaratan usaha dan perijinan secara profesional sesuai
dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

4. Senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling
menguntungkan dan membantu program Pemerintah terkait dengan tanggung
jawab sosial perusahaan.

5. Mematuhi kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

PERMATA menyadari peran penting masyarakat dan lingkungan hidup terhadap
kelangsungan proses bisnis Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan memiliki
komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan
pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan
jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan senatiasa mewujudkan sinergi antara lain:

1. Menghormati nilai-nilai budaya dalam masyarakat dan memperhatikan konservasi
lingkungan dimana Perusahaan beroperasi.

2. Menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan masyarakat sekitar.

3. Memperhatikan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan
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mengoptimalkan penyaluran program-program sosial Perusahaan yang
bermanfaat bagi masyarakat sekitar Perusahaan sesuai dengan kemampuan
Perusahaan.

Menerima dan memanfaatkan tenaga kerja dengan memperhatikan potensi
masyarakat sekitar operasional Perusahaan tanpa mengabaikan kualifikasi yang
dibutuhkan.

Memastikan Perusahaan menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan
memperhatikan dan menjaga kelestarian alam dan meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan.

Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi
masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.

3.8. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham

3.9.

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham
dan melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar sehingga dapat terpenuhi dengan baik secara
transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan Pemegang Saham, yaitu:

1.

Memberikan perlakukan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham sesuai
dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki, untuk dapat menggunakan
hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Menyediakan informasi bagi Pemegang Saham secara lengkap, akurat, tepat
waktu dan mudah di akses sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat
hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai
ketentuan Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil secara sah dalam
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

Permata memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus
meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis.

Prinsip yang dijalankan oleh Perusahaan yaitu:

1.

w

Menjunjung tinggi etika usaha dan berkompetisi secara sehat dan adil dengan para
pesaing.

Mendorong sikap saling menghargai dengan pesaing.

Mengedepankan keunggulan kegiatan usaha dan layanan yang bermutu.
Menjadikan pesaing atau perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk
meningkatkan kinerja Perusahaan.

Menghindari atau tidak melakukan kerjasama dengan pesaing atau pihak lain yang
bertentangan dengan kaidah persaingan usaha yang sehat.
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3.10. Etika Perusahaan dengan Media Massa

PERMATA bermitra dengan media massa untuk membangun citra Perusahaan.
Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dengan media massa
dalam rangka mensosialisasikan peran, penyampaian informasi, kebijakan dan
keberhasilan perusahaan.

Prinsip yang dijalankan oleh Perusahaan dengan media massa, antara lain:

1.

2.

Membina hubungan baik dan memberikan informasi yang relevan dan berimbang
kepada media massa mengenai kegiatan usaha Perusahaan.

Mengundang media massa untuk melakukan peliputan acara yang
diselenggarakan Perusahaan jika dibutuhkan.

Menerima kritik dan saran yang disampaikan melalui proses jurnalistik yang benar
dan menindaklanjutinya dengan memperhatikan aspek risiko yang akan
ditimbulkan.

Menerima masukan yang disampaikan media massa melalui proses jurnalistik yang
benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan yang
semakin baik.

Memperhatikan kebijakan nasional tentang Keterbukaan Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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41.

4.2.

BAB IV
ETIKA KERJA

Komitmen Individu

Setiap Pekerja wajib memberikan kemampuan terbaik guna mendukung tercapainya
tujuan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

1.

11.

Wajib memegang teguh kejujuran, tata krama, disiplin dalam bekerja, etika
pergaulan dalam melakukan kegiatan usaha sehari-hari kepada pihak internal
maupun eksternal Perusahaan.

. Senantiasa meningkatkan kompetensi diri sesuai tuntutan pekerjaan.

Patuh terhadap ketentuan dan nilai-nilai budaya Perusahaan untuk menjaga dan
mempertahankan image/citra serta reputasi Perusahaan.

Bekerja tuntas serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.
Mengembangkan peluang guna menyempurnakan dan mengoptimalkan proses
kerja yang lebih efektif dan efesien.

Mematuhi kebijakan, sistem, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Memelihara seluruh sumber daya Perusahaan dalam rangka menjaga
kelangsungan usaha Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja.

Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik
bagi pelanggan dan mengindentifikasi kebutuhan pelanggan.

Bekerja profesional dan sadar biaya untuk meghasilkan kinerja yang optimal.

. Menjaga nama baik Perusahaan dengan bersikap dan berperilaku sesuai budaya

Perusahaan serta senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta selalu menjunjung tinggi Pedoman Perilaku Perusahaan.

Pekerja Perbantuan PGN di Perusahaan dan atau Pekerja yang diwajibkan untuk
mengisi LHKPN oleh Fungsi SDM Perusahaan, wajib mengisi dan melaporkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hubungan Antar Pekerja

Menjaga hubungan yang baik antar Insan Perusahaan dan menciptakan lingkungan
kerja yang kondusif. Untuk itu setiap Insan PERMATA waijib:

1.

2.

Bersikap jujur, sopan dan tertib terhadap sesama Pekerja, serta menghargai
perbedaan gender, suka, agama, ras dan golongan.

Membangun kerjasama tim dan bekerja secara profesional untuk menghasilkan
kinerja yang optimal.

Saling mendukung antar Pekerja dan antar unit kerja untuk meningkatkan kinerja
Perusahaan.

Mengkomunikasikan setiap ide atau gagasan baru ke sesama Pekerja.

Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas.
Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang
konstruktif secara santun.

Mengembangkan sikap saling toleransi, empati, dan saling menghargai.
Menghindari tindakan dan wucapan yang mengandung unsur pelecehan,
penghinaan, sikap mengejek, memfitnah, menghasut dan merendahkan.

26



4.3. Hubungan Perilaku Sebagai Atasan

4.4.

4.5.

1.

wn

o

10.

11.

Selalu memberikan keteladanan dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan
terbuka dengan bawahannya.

Setiap atasan harus menjadi panutan bagi para bawahan.

Membangun komunikasi yang baik, terbuka dan konstruktif dengan bawahannya.
Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pekerja untuk
mengembangkan diri.

Patuh dan konsisten terhadap hukum dan kebijakan yang sudah ditetapkan.
Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan
menindaklanjutinya sesuai peraturan Perusahaan.

Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas.
Memberikan apresiasi terhadap pendapat, hasil kerja dan prestasi setiap individu
dan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau
pihak lain.

Dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan selalu berusaha melaksanakan
koordinasi dan hubungan kerjasama (teamwork) yang harmonis.

Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan dan pelecehan terhadap
bawahan.

Hubungan Perilaku Sebagai Bawahan

1.

2.

8.
9.

Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam
setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.

Menjaga kepercayaan yang diberikan atasan dan selalu berusaha meningkatkan
kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang
berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan.
Selalu kreatif dan berani mengambil inisiatif untuk memberikan dukungan,
terutama dalam menghadapi permasalahan yang timbul.

Berkomunikasi dengan atasan secara jujur, terbuka dan beretika.

Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya.

Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berani mengemukakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan.

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Pekerja wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
peraturan internal Perusahaan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan diwujudkan
melalui:

1.

2.

Mematuhi standar norma, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yang
terkait dengan kegiatan Perusahaan.

Menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan terkait dengan hak asasi
manusia.

Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang berlaku di Perusahaan.
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4.6. Benturan Kepentingan

4.7.

4.8.

Insan PERMATA menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan. Perilaku
untuk menghindari benturan kepentingan diwujudkan melalui:

1. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau
pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan termasuk suami/istri dan anak.

2. Tidak memberikan atau menerima hadiah, pinjaman dan manfaat lainnya dari
penyedia barang/jasa dan pelanggan.

3. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan nama, harta, fasilitas
Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.

4. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk
kepentingan di luar Perusahaan.

5. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, rekanan, mitra bisnis,
atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

6. Tidak diperbolehkan terlibat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan bagi
Pekerja yang memiliki benturan kepentingan.

7. Membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan bagi Direksi, Dewan
Komisaris atau Pekerja sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan.

Kewajiban Pengamanan Harta Perusahaan

Pekerja menghindari segala situasi yang dapat merugikan atau menyalahgunakan harta
Perusahaan. Perilaku untuk menghindari penyalahgunaan harta Perusahaan
diwujudkan melalui:

1. Menjaga, melindungi, memelihara dan menggunakan harta benda Perusahaan
dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai ketentuan.

2. Menggunakan dan memanfaatkan harta Perusahaan hanya untuk kepentingan
Perusahaan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi,
dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin.

3. Menjaga rahasia-rahasia Perusahaan yang meliputi: formula, desain, dokumen
atau informasi sensitif yang merupakan milik Perusahaan.

4. Menjaga dan menghargai hak milik intelektual yang dimiliki dan digunakan
Perusahaan.

5. Menyerahkan kembali harta Perusahaan yang berada di bawah kendalinya setelah
masa tugas berakhir.

Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan

Pekerja memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk meningkatkan nilai

tambah Perusahaan dan pengambilan keputusan, dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang lebih memadai.

2. Memeriksa agar setiap dokumen yang dibuat, difotocopy, di email, disimpan dan
dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak
berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut.

3. Memberikan informasi yang relevan dan proposional kepada pemangku
kepentingan (stakeholders) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan
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7.

Perusahaan.

Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak
berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
Bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan
dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik Perusahaan.

Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat
berhenti bekerja.

Menjaga kerahasiaan informasi tentang pelanggan.

4.9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan (K3PL) sangat
berperan penting dalam menjalankan bisnis Perusahaan yang diwujudkan dengan cara:

1.

4.
5.

Wajib memahami situasi dan kondisi keamanan, keselamatan dan kesehatan
lingkungan kerja serta mematuhi peraturan tentang kesehatan dan keselamatan
kerja serta pengelolaan lingkungan.

Mematuhi setiap ketentuan terkait dengan K3PL, baik yang berlaku umum maupun
yang berlaku khusus di lingkungan Perusahaan.

Tanggap terhadap insiden dan keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan
keamanan, kecelakaan, pencemaran, bencana alam dan lainnya.
Mengutamakan tindakan pencegahan (preventif).

Turut serta dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.

4.10. Aktivitas Sosial dan Politik

Perusahaan memberi kesempatan kepada setiap Pekerja untuk menyalurkan aspirasi
politiknya namun apabila Pekerja memutuskan untuk berpartisipasi dalam politik praktis
maka harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Perilaku etis terkait dengan aktivitas politik, antara lain:

1.

2.

Tidak menjadi pengurus partai politik serta tidak menggunakan fasilitas Perusahaan
untuk kepentingan partai politik.

Tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik diluar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak diperkenankan membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan
simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

Insan PERMATA yang ingin aktif menjadi pengurus dari suatu partai politik,
dan/atau anggota Dewan Legislatif harus mengundurkan diri sebagai Pekerja
Perusahaan.

4.11. Donasi/Sumbangan

1.

Pemberian donasi/sumbangan kepada pihak luar hanya dapat dilakukan untuk
tujuan amal dan sosial lainnya dalam batas yang sesuai dengan kemampuan
keuangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian donasi yang bertujuan untuk membantu senantiasa dilakukan melalui
pengajuan proposal kepada Perusahaan.

Penerimaan donasi/'sumbangan dari pihak luar kepada Perusahaan boleh diterima
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4.12.

4.13.

sebagai hibah dan menjadi aset Perusahaan atau masuk kas Perusahaan.
Suap

Insan PERMATA wajib menghindari tindakan terlarang berupa:

1.  Menerima dan/atau memberikan suap (uang, barang, jasa ataupun bentuk lainnya)
sebagai imbalan, dari dan kepada pihak manapun untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan.

2. Penawaran atau pemberian apapun kepada eksternal Perusahaan dengan maksud
mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk segala tujuan yang tidak
patut, termasuk pembayaran untuk mengurangi pembayaran pajak.

3. Menjanjikan pemberian sesuatu yang bernilai kepada pejabat Pemerintah untuk
melakukan sesuatu yang ilegal.

Hadiah, Cenderamata, Jamuan Makan/Hiburan, Gratifikasi dan Lainnya

Perusahaan menetapkan standar etika yang mengatur mengenai gratifikasi. Gratifikasi
adalah “pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut
baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Gratifikasi memiliki makna yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal
yang dilarang atau sesuatu yang salah. Kriteria gratifikasi yang dilarang adalah
gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan dan penerimaan tersebut dilarang
oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik
kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Standar etika yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Gratifikasi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK.

b. Gratifikasi yang tidak waijib dilaporkan kepada KPK.

2. Insan PERMATA waijib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas
pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya.

3. Pelaporan gratifikasi dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut:

a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suamifistri,
anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,
kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik
Kepentingan;

b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan
saham pribadi yang Berlaku Umum;

c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;

d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan
kedinasan, seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan
sejenis, yang Berlaku Umum;
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e. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau
kompetensi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
Kedinasan;

f. Penghargaan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, atau souvenir,
yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;

h. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan yang tidak
terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik
Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Insan PERMATA yang
bersangkutan;

i. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar
biaya yang berlaku di instansi Penerima gratifikasi, sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima;

j. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti
pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong
gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promo jabatan;

k. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi;

I.  Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri
Penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu
Penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan
memenuhi kewajaran atau kepatuhan;

m. Pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi
jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian
per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat
Konflik Kepentingan;

n. Pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp. 200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak
melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi
yang sama;

0. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan

p. Pemberian cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan
Kedinasan dan/atau kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri,
sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara.

4. Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama
dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua pesera dan memenuhi
prinsip kewajaran.
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4.14. Penyalahgunaan Narkotika dan Sejenisnya, Minuman Keras dan Perjudian

4.15.

4.16.

Permata meyakini perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan
dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perusahaan serta
berpengaruh terhadap pembentukan citra Perusahaan. Oleh karena itu setiap Insan
Perusahaan:

1.

2.

3.

Dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan
terlarang.

Dilarang mengkonsumsi alkohol dan minuman keras selama berada di tempat kerja
serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.

Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.

Integritas Laporan Keuangan

1.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi lengkap, akurat, tepat dan
mudah dipahami mengenai semua hal yang penting, tentang kondisi keuangan
dan hasil operasional Perusahaan kepada Pemegang Saham.

Perusahaan wajib untuk melaporkan informasi keuangan sesuai prinsip akuntansi
yang berlaku umum dan untuk menyelenggarakan pembukuan dan arsip yang
mencerminkan semua transaksi secara akurat dan benar.

Laporan disajikan dengan mengacu pada prinsip transparansi, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Laporan harus akurat, relevan, tepat waktu, bebas dari
interpretasi dan jelas memperlihatkan fakta yang relevan.

Fungsi Keuangan bertanggungjawab atas pembukuan, pencatatan, akuntansi
yang akurat serta pengungkapan informasi keuangan dan memiliki kewajiban
khusus untuk memastikan bahwa standar tersebut tercapai.

Pencatatan Data dan Pelaporan

Perusahaan meyakini pencatatan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi
dan kredibilitas Perusahaan. Oleh karenanya segenap Insan Perusahaan mengelola
data Perusahaan secara teliti, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan:

1.

2.

Mencatat dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat
dipercaya serta diverifikasi keakuratannya.

Tidak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan dokumen, data, informasi atau laporan yang
seharusnya disampaikan, yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis Perusahaan.
Menyajikan laporan secara tepat waktu, benar, akurat dan sesuai ketentuan yang
berlaku.
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5.1.

5.2.

5.3.

BAB V
PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU

Penerapan Etika Usaha Dan Etika Kerja

Pedoman Perilaku ini merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas usaha
Perusahaan. Oleh karena itu, Pekerja harus menerapkan Pedoman Perilaku sebagai
acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sosialisasi dan Internalisasi

Perusahaan melakukan sosialisasi sebagai suatu upaya untuk memperkenalkan dan
menyebarluaskan informasi mengenai Pedoman Perilaku Perusahaan kepada seluruh
Pekerja dan Pejabat Perusahaan maupun pihak eksternal Perusahaan dengan tujuan
agar setiap individu memahami dan mengerti serta dapat mengimplementasikan
pedoman tersebut.

Perusahaan melakukan internalisasi Pedoman Perilaku untuk meningkatkan
pemahaman Insan PERMATA mengenai etika yang sesuai dengan Budaya "AKHLAK"
dan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perusahaan.

Pelaporan dan Penegakan Pedoman Perilaku

Perusahaan menyediakan media pelaporan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan Perusahaan memberikan
kesempatan kepada Pekerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk
dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman
Perilaku tersebut melalui:

e Email: ethic@pgnmas.co.id

Perusahaan menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku
Perusahaan ini sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Pedoman Perilaku
tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum, tetapi berhubungan
pula dengan ketidakpatuhan terhadap Pedoman Perilaku.

Mekanisme dan wewenang pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman
Perilaku Perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan,
dalam pelaksanaannya:

1. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau
tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan
Langsung di Satuan Kerja masing-masing.

2. Insan Permata yang melakukan penyimpanan Pedoman Perilaku memiliki hak
untuk didengar penjelasannya dihadapan atasan langsung sebelum pemberian
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5.4.

tindakan pembinaan atau hukuman disiplin, mengacu kepada Peraturan
Perusahaan PT Permata Graha Nusantara.

3. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan
serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung mengacu kepada Peraturan
Perusahaan.

Penerapan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) mengacu kepada
peraturan yang ada di PGN.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Pedoman
Perilaku dengan melakukan review secara berkala dan diperbarui sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan Perusahaan dan rekomendasi hasil GCG Assessment.
Berbagai masukan, kritik dan saran dapat juga disampaikan melalui media yang telah
disebutkan di atas.
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini merupakan pedoman etika usaha dan etika kerja
yang dijabarkan dari nilai-nilai budaya AKHLAK dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
yang baik. Pedoman Perilaku ini merupakan panduan bagi Insan PERMATA untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya dengan tetap taat terhadap aturan,
hukum dan norma-norma yang berlaku serta tetap memperhatikan pihak-pihak lain yang
terkait.

Pelaksanaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini diharapkan dapat menjamin
Perusahaan melakukan aktivitas bisnis yang beretika baik secara prinsip maupun praktis.
Komitmen dan dukungan seluruh Insan PERMATA serta pemangku kepentingan lainnya
merupakan kunci keberhasilan penerapan Pedoman Perilaku di lingkungan Perusahaan untuk
dilaksanakan dalam aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari. Oleh karenanya berbagai
masukan, kritik dan saran dapat juga disampaikan melalui media yang telah disebutkan di
atas.

Segenap Insan Permata wajib memperhatikan dan mentaati Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) ini sehingga dapat tercapai perilaku yang konsisten sesuai dengan budaya kerja
dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan, yang pada akhirnya citra positif
Perusahaan tetap terjaga.
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